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Manusia memiliki rasio dan akal budi yang selalu berusaha mengembangkan
ilmu pengetahuan agar mampu mengolah alam semesta  demi kepentingan hidup
manusia itu sendiri. Demikian pula halnya dengan narkotika, zat ini pada
awalnya merupakan hasil pengembangan pengetahuan manusia terhadap
berbagai tumbuhan demi kepentingan medis, akan tetapi akhir-akhir ini sebagian
manusia menyalahgunakan hasil penemuan tersebut untuk memperoleh
keuntungan yang besar.1
Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan
untuk pengobatan penyakit tertentu.Namun, jika disalahgunakan atau digunakan
tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat
merugikan bagi perseorangan atau masyarakat.2
Narkotika disadari maupun tidak sudah banyak beredar dikalangan
masyarakat, serta sudah ada tumbuh dan berkembang ditempat tinggal kita.
Faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika di Indonesia, antara lain:3
1Lysa Angrayni dan Yusliati, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta
Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoharjo,




Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada posisi silang
dengan berbagai negara atau benua, terdiri dari lebih 17.500 pulau dan
panjang pantai lebih dari 85.000 km, sehingga sangat rentan dan mudah
terjadinya penyeludupan bagi sindikat kejahatan narkoba.
2. Faktor Demografi
Jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar yaitu lebih 220 juta jiwa
(40%-nya generasi muda) dan majemuk, menjadikan tempat pemasaran yang
sangat menjanjikan.
3. Faktor Ekonomi
Sampai saat ini kondisi ekonomi Indonesia masih lemah atau belum stabil
akibat krisis moneter, harga-harga bahan pokok menjolak tajam,
permasalahan hidup semakin rumit menjadikan penyalahgunaan narkoba
menjadi salah satu pelarian, bisnis jalan pintas untuk meraih keuntungan
yang sebesar-besarnya.
4. Faktor Sosial dan Pendidikan
Sumber Daya Manusia (SDM) rendah, rendahnya moralitas terhadap agama,
keluarga yang tidak harmonis serta lingkungan yang tidak mendukung ke
arah yang lebih baik.
Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, pada umumnya dilakukan oleh laki-
laki.Namun pada kenyataannya tidak hanya laki-laki yang melakukannya, wanita
juga mulai menggunakan narkotika.Semua orang memiliki kemungkinan dapat
terjerumus di dalam lembah narkotika tersebut, segala jenis umur dan latar
belakang yang berbeda serta tidak memandang jenis kelamin baik laki-laki
maupun wanita.
Dari faktor yang telah dijelaskan di atas, tidak sedikitnya wanita yang
terjerat dalam kasus residivis narkotika yang menyebabkan penggunanya sulit
untuk berhenti mengkonsumsi barang haram tersebut karena penggunaan dosis
yang berlebihan tidak sesuai takaran membuat penggunanya menjadi candu serta
ketergantungan.
Berkaitan dengan orang-orang yang melakukan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika itu, maka perlu diberikan sebuah upaya untuk
memperbaiki dirinya dengan memasukkannya ke sebuah Lembaga
Pemasyarakatan.Sehingga diharapkan mereka dapat kembali kedalam masyarakat
menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Pengertian Lembaga
Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan, berbunyi:
“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat
untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan.”
Dalam tindak pidana narkotika, pada umumnya pelaku kejahatan narkotika
mendapatkan sanksi berupa pidana penjara atau denda, sedangkan pidana mati
tergolong jenis pidana yang jarang diterapkan oleh hakim, karena hal tersebut
biasanya dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan narkotika kelas berat atau pelaku
yang tergolong sebagai pengedar.Pada dasarnya, berdasarkan sifat yang
sesungguhnya sanksi pidana bersifat reaktif terhadap perbuatan dan bersumber
dari ide dasar pemidanaan.4Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika terdapat perumusan sistem pemidanaan yang ditentukan
dalam undang-undang tersebut.
Pada pelaksaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan maupun Lembaga Pemasyarakatan perlu adanya sistem
pemasyarakatan.Pengertian sistem pemasyarakatan tercantum di dalam Pasal 1
ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan,berbunyi:
“sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas
serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan
Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang
dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan
Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung
jawab.”
Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa:
“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk
Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,
menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi
tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup
secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”
4Lysa Angrayni dan Yusliati, Op Cit, hlm 16.
Sistem “Pemasyarakatan” yang diciptakan oleh Dr. Sahardjo, S.H. Konsepsi
ini bernafaskan falsafah pengayoman.Konsepsi ini diterima sebagai sistem
pembinaan narapidana (treatment of offenders) dan akhirnya dikenal sebagai
“Sistem Pemasyarakatan”.Konsep ini baru dikembangkan menjadi prinsip-
prinsip yang lebih operasional setelah diadakannya Konferensi Dinas Direktorat
Pemasyarakatan di Lembang-Bandung pada tanggal 27 April 1964. Dalam
konferensi tersebut dirumuskan 10 syarat sistem pemasyarakatan sebagaimana
ditemukan oleh Dr.Sahradjo yaitu:5
1. Orang yang telah melakukan tindak kejahatan diayomi, dengan memberikan
bekal untuk hidup yang tidak hanya finasial dan material, tetapi yang lebih
penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang
mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk
menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam
pembangunan Negara.
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara terhadap
narapidana, tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan,
perawatan ataupun penempatan.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan
Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma
hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan
5Monang Siahaan, Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, PT Grasindo, 2016, hlm
24.
perbuatannya yang lampau. Para pidana dapat diikutsertakan dala kegiatan-
kegiatan sosial untuk menambahkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak boleh membuat keadaan seorang pelaku tindak pidana menjadi
lebih buruk dari sebelum pelaku tersebut masuk ke Lembaga
Pemasyarakatan. Sehingga sebaiknya perlu disediakan suatu tempat khusus
agar pelaku tindak pidana tersebut tidak terpengaruh oleh pelaku lainnya
yang melakukan tindak pidana dengan kasus yang berbeda, seperti:
a. Yang residivist dan yang bukan
b. Yang telah melakukan ti ndak pidana berat dan yang ringan
c. Macam tindak pidana yang diperbuat
d. Dewasa, dewasa muda dan anak-anak
e. Terpidana dan orang tahanan
5. Selama kehilangan kemerdekaan, narapidana harus dikenalkan dengan
masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi
waktu atau hanya diperuntukan untuk kepentingan lemaga atau kepentingan
Negara. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila Pendidikan dan
bimbingan harus berisikan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila,
kepada narapidana harus diberikan pendidikan agama, serta diberi
kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, ditanamkan jiwa
toleransi, jiwa kekeluargaan, rasa persatuan, rasa kebangsaan Indonesia, jiwa
bermusyawarah untuk bermufakat yang positif.
8. Tiap orang adalah manusia, harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun
telah tersesat. Sehubungan dengan itu, petugas kemasyarakatan tidak boleh
bersikap kasar, memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaannya.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan baru yang sesuai dengan
kebutuhan pelaksanaan program pembinaan. Sebaiknya ada bangunan-
bangunan khusus sehingga dapat diadakan pemisahan antara narapidana:
a. Dewasa, dewasa muda dan anak-anak
b. Laki-laki dan wanita
c. Recidivist dan buka recidivist
d. Yang melakukan tindak pidana berat dan yang ringan
e. Narapidana dan tahanan
Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita, harus dibedakan
dengan pembinaan terhadap Narapidana Pria karena wanita mempunyai perbedaan
baik secara fisik maupun psikologis, hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa:
(1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar; Umur, (b) Jenis
kelamin, (c) Lama Pidana yang dijatuhkan; (d) Jenis Kejahatan, (e) kriteria
lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan.
(2) Pembinaan Narapidana Wanita dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan
Wanita.
Adapun cara pambinaan di Lembaga Pemasyarakatan narapidana wanita
pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan pada
umumnya. Hanya saja ada sedikit kekhususan dimana di Lembaga
Pemasyarakatan narapidana wanita diberikan pembinaan keterampilan seperti
menjahit, menyulam, kristik dan memasak yang identik dengan pekerjaan sehari-
hari kaum wanita.Sedangkan untuk narapidana wanita yang sedang hamil atau
menyusui diberikan perlakuan khusus. Hal ini diatur dalam PP no. 32 Tahun 1999
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
pasal 20 ayat 1, 3, 4 dan 5
Ayat 1 :  Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau
menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan
petunjuk dokter.
Ayat 3 :Anak dari narapidana wanita yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang
lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter,
paling lama sampai anak berumur 2 tahun.
Ayat 4 :   Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai 2
tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau
pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.
Ayat 5 :   Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan
makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 3
berdasarkan pertimbangan dokter.
Hanya saja, di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, ternyata masalah narapidana wanita tidak dijelaskan
pengaturannya. Pada undang-undang tersebut hanya disebutkan narapidana, tidak
dibedakan antara narapidana laki-laki maupun narapidana wanita, ini berarti telah
terjadi kekosongan norma, sehingga kedepan hal ini perlu mendapat pengaturan
norma antara narapidana laki-laki dan narapidana wanita tidak bisa diperlakukan
sama, mengingat perbedaan fisik maupun psikologis antara laki-laki dan wanita.
Ketentuan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan
pemasyarakatan agar menyadari kesalahanya, memperbaiki diri dan tidak
mengulangi kesalahannya sehingga dapat kembali kepada masyarakat.
Dari hasil pra penelitian penulis ke Lebaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas IIB Padang terbukti bahwa masih adanya kecenderungan masyarakat untuk
melakukan tindakan penyalahgunaan bahkan melakukan kembali pengulangan
tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut yang disebut dengan
Residivis.Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada pasal yang
mengatur tentang terjadinya suatu tindakan pengulangan (residivis). Kelompok
yang termasuk sebagai residivis, antara lain:6
1. Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak pidana dengan syarat-syarat
tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan tersebut terbatas
pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486 dan 487
KUHP.
6Adami Khazawi, Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafindo Perseda, Jakarta,
hlm 81.
2. Di luar kelompok kejahatan dalam pasal 486 sampai 488 KUHP juga
menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi
pengulangan, seperti di dalam Pasal 261 ayat (3), Pasal 489 ayat (2), Pasal
495 ayat (2), dan Pasal 512 ayat (3).
Pada tahun 2017 sampai tanggal 2019 di Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIB Padang terdapat perbandingan jumlah data penghuni
keseluruhan narapidana, narapidana penyalahgunaan narkotika dengan
narapidana residivis penyalahgunaan narkotika. Pada tahun 2017 terdapat 93
orang narapidana, diantaranya 15 orang narapidana narkotika dan 4 orang
diantaranya narapidana residivis penyalahgunaan narkotika. Pada tahun 2018
terdapat penurunan jumlah narapidana sebanyak 73 orang serta narapidana
penyalahgunaan narkotika sebanyak 35 orang, tetapi jumlah narapidana residivis
narkotika tetap berjumlah 4 orang. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah
narapidana berjumlah 102 orang serta narapidana narkotika52 orang, tetapi pada
tahun ini jumlah narapidana residivis berkurang satu orang, jadi total narapidana
residivis penyalahgunaan narkotika sebanyak 3 orang. 7
Menarik dilihat dengan adanya kasusresidivis penyalahgunaan narkotika
yang ada setiap tahun nya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB
Padang. Bagaimanakah pelaksanaanpembinaan terhadap Narapidana Residivis
Pelaku Penyalahgunaan Narkotika oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
7Data diperoleh dari pra-penelitian lapangan yang dilakukan pada tanggal 15 April 2019 di
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang.Lembaga ini baru diresmikan pada tahun
2017, sehingga data yang diperoleh tahun 2016 tidak ada hanya berdasarkan tahun Lembaga
Pemasyarakatan tersebut diresmikan.
yang merupakan lembaga dari Sistem Pemasyarakatan dan, apakah Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan mampu membimbing pelaku kejahatan sehingga
pelaku kejahatan merasa jera dan tidak mengulangi kejahatannya terus menerus.
Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas,
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan
Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Pelaku Penyalahgunaan
Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB
Padang).
B. Perumusan Masalah
Di dalam ruang lingkup perumusan masalah ini, penulis merumuskan
permasalahan yang diteliti sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana
ResidivisPelaku Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh petugas ketika melakukan
pembinaan terhadap narapidana residivis pelaku penyalahgunaan
narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan
pembinaan kepada narapidana residivis pelaku penyalahgunaan
narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang?
C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas maka
tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pembinaan terhadap
Narapidana Residivis Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh petugas ketika melakukan
pembinaan kepada narapidana residivis pelaku penyalahgunaan narkotika
di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang
3. Untuk mengetahuiupaya yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan
pembinaan kepada narapidana residivis pelaku penyalahgunaan narkotika
di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi
perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pengetahuan
dalam hukum pidana pada khususnya.
b. Menerapkan ilmu teoritis yang telah didapat di bangku perkuliahan
dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat
2. Manfaat Praktis
Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi
oleh mahasiswa, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan
masyarakat, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai
Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Pelaku
Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas
IIB Padang.
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis
a. Teori Pembinaan
Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan
Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud Pembinaan adalah:
“Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan
Yang  Maha Esa,  intelektual,  sikap  dan  perilaku,  profesional,
kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan”.
Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa
pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:8
a) Pendekatan informative (informative approach), yaitu cara
menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada
peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum
tahu dan tidak punya pengalaman.
b) Pendekatan partisipatif (participative approach), dimana dalam
pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi
belajar bersama.
8Mangunhardjana,Pembinaan, Arti dan Metodenya, Kanimus, Yogyakarta 1986, hlm 17.
c) Pendekatan eksperiansial (experienciel approach), dalam
pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung
terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang  sejati,
karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi
tersebut.
b. Teori Kepastian Hukum
Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau
ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai
pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus
menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil
dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.
Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab
secara normatif, bukan sosiologi.9
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian,
yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu
individu dapat mengetahu apa saja yang boleh dibebankan atau
dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal
dari ajaran Yuridis–Dogmatik yang didasarkan pada aliran emikiran
9Dominikus  Rato, Filsafat   Hukum  Mencari:  Memahami  dan  Memahami  Hukum,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm59.
Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai
sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini,
tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum
yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum
membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan
keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.10
2. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan
antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Kerangka konseptual
merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada perturan perundang-undangan
tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.Kerangka
konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan
dipergunakan untuk sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya defenisi
operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran
mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai.11
a. Pelaksanaan
Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana
yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya
dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.12
10Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm23.
11M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Doule Track System
Dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm7.
12Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, PT.Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2002, hlm 70.
b. Pembinaan
Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an,
sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan
kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untukmemperoleh hasil
yang lebih baik.13
Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-
PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan,
menyatakan pengertian pembinaan adalah Pembinaan meliputi tahanan,
pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien.
c. Narapidana
Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995tentang
Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidanayang
sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LembagaPemasyarakatan.
d. Residivis
Residivis adalah pengulangan yang terdapat dalam hal seseorang telah
melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak
pidana yang telah berdiri sendiri di antara perbuatan yang mana suatu atau
lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.14
e. Pelaku
13Tesis Pasca Sarjana, oleh Wulandari, Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana, 2016.
14Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 121.
Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan,
dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaanatau suatu tidak sengajaan
seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu
akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan
unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang
apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari
dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.15
f. Penyalahgunaan
Pengertian penyalahgunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalahproses, cara, perbuatan menyalahgunakan serta penyelewengan.
g. Narkotika
Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan.
F. Metode Penelitian
15http://digilib.unila.ac.id/2760/11/BAB%20II.pdf, di akses tanggal 25 Februari 2019.
Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode
penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.16Agar suatu
penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu
metode penelitian yang baik dan tepat. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab
bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara
ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang
diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang
meyakinkan dan data dikumpulakan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan
terkontrol.17
1. Metode Pendekatan
Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis
sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum
yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.18Maka dari itu
yang di teliti pada awalnya adalah data sekunder,kemudian di lanjutkan
dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap
masyarakat.19Terkait dalam penelitian, penulis berupaya melihat
pelaksanaanpembinaanterhadap narapidana residivis pelaku penyalahgunaan
narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang.
2. Sifat Penelitian
16Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,
Prenadamedia Group, Depok, Januari 2018, hlm 2.
17Zainuddin Ali, M.A, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,hlm7.
18Ibid, hlm 24.
19Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia,  2012, hlm
52.
Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian
deskriptif.Deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat
suatu keadaan pada gejala atau menentukan penyebaran suatu gejala atau
untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam
masyarakat.20Dalam hal ini, penulis menjelaskan mengenai
pelaksanaanpembinaanterhadap narapidana residivis pelaku penyalahgunaan
narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang.
3. Jenis Data
a. Data Primer
Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif)
serta terikat sesuai dengan hal-hal yang akan diteliti oleh penulis.
b. Data Sekunder
Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-
buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.21
1) Bahan Hukum Primer
Bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan;
b. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10  Tahun
1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan;
20Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press,
Jakarta, 2010, hlm 25.
21Ibid, hlm 30.
c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  31  Tahun
1999  Tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga Binaan
Pemasyarakatan;
e. PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberi
penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan
yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang
hukum, seperti buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, makalah-
makalah serta karya ilmiah lainnya, yurisprudensi, atau pendapat
pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penjelasan
mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang
berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan
sebagainya.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang
memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis
mengumpulkan literature dan bahan-bahan hukum tersiernya
berupa:22
a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
b) Majalah, Koran, media cetak dan elektronik;
c) Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki.
4. Sumber Data
a. Penelitian Lapangan (Field Research)
Data lapangan yang diperlukan sebagai penunjang diperoleh melalui
informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan.23
b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan
(library research), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-
dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik
yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan
bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan
jalan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-
hal yang berkaitan dengan objek penelitian.24
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Dokumen
Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum,
karena pnelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi
22Zainuddin Ali, M.A, Op Cit,hlm57.
23Ibid, hlm107.
24Ibid, hlm 224-225.
dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum
yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
tersier.25 Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-
dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini
dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan
berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.
b. Wawancara
Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh
keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini
dapat bermacam-macam. Dalam hal penelitian hukum untuk
mengumpulkan keterangan serta pendapat. Untuk mendapatkan data
primer dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak
terkait sebagai pegangan dalam wawancara.
Pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan para responden
menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dan pihak terkait lainnya
secara semi terstruktur  yaitu di samping penulis menyusun pertanyaan
penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang
berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.
25Amiruddin, Zainal Asikin, Op Cit, hlm 68.
6. Pengolahan Data dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan
data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis.Dalam
penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka
penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara
editing yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-
berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan
akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak
di analisis. Selanjutnya penulis melakukan coding yaitu meringkas hasil
wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan
kedalam kategori yang telah ditetapkan.
b. Analisis Data
Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk
dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti
berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya
teknik analisa bahan hukum.Setelah data-data yang diperlukan, maka
penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan
penilaian terhadap data-data yangpenulis dapatkan di lapangan dengan
bantuan literature-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian.
Selanjutnya data yang digunakan baik data primer dan data
sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dalam bentuk kalimat dan
menjelaskan segala sesuatu yang diperoleh di lapangan akan
dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan
hubungan antara berbagai jenis data, semua data diseleksi dan diolah
kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan
dan menggungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang
dikemukakan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan
dalam penelitian ini.
